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Menimbang : a.

BT'PATI TAITAH LI\UT,

bahwa dalam rangka meningkatkan elisiensi dan
efektivitas dalam Persiapan Penyelenggaraan Diklat
Jabatan / Pra Jabatan, dipandang perlu menetapkan
Standar Operasional Prosedur;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tanah
l,aut tentang Standar Operasional Prosedur Persiapan
Penyelenggaraan Diklat Jabatan/ Pra Jabatan;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah
Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan
mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953
tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan
(Lrmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor
51, Tambahan l*mbaran Negara Republik Indonesia Nomor
27561;

Mengingat :1.

2. Undang-Undang Nomor 2a Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan lrmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO9 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

b.
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Jabatan, wajib menguasai, memahami dan melaksanakan
sistem dan ketentuan yang berlaku dalam Persiapan
Penye lenggaraan Diklat Jabatan/ Pra Jabatan.
Setiap pejabat yang terlibat di datam pelaksanaan Standar
Operasional Prosedur Persiapan Penyelenggaraan Diklat
Jabatan/ Pra Jabatan, wajib membangun komitmen tinggi
untuk mendukung pelaksanaannya.
Setiap pejabat yang terlibat di dalam pelaksanaan Standar
Operasional Prosedur Persiapan Penyelenggaraan Diklat
Jabatan/ Pra Jabatan, wajib mengembangkan koordinasi
dan keqiasama maksimal dalam upaya meningkatkan
efisiensi dan efektivitas pelayanan publik.
Setiap pejabat yang terlibat di dalam pelaksanaan Standar
Operasional Prosedur Persiapan Penyelenggaraan Diklat
Jabatan/ Pra Jabatan, wajib memperhatikan ketentuan
peraturan perrrndang-undangan yang berlaku dalam
pelaksanaan tugas.

BAA IV
XSIEISTUAII PEIfUfl'P

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggd diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.

(4)

Diundangkan di Pelaihari
pada tanggal $ O&n"&r 9ot5

SENREfARIA DTDRAII
XAEI'PATTIf TAITAII L/\UT,

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 4 P.ctwbr hs

BERITA DAERAH I(ABUPATEN TANAH I.AUT TAHUN 2015 NOMOR 9(}



z

?F\ll

Fi.
-D
_t! F
FE
$cr*gFt

3t
D

r
F

E'

x
0a

D

xIt
F

p
F6

D

3 a

x
D

E€
go
4nl.lo
Ei+lr!

E

p
oe

arF

xtt
6-

*
D
T

p
ti

t
{

EE\D

*u
F9
ryT{.8
FB
E9

D


